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ABSTRAK

Ahli  waris pengganti adalah seseorang yang pada awalnya tidak
berkedudukan sebagai ahli waris, namun disebabkan orang tuanya meninggal
lebih dulu dari pewaris maka ia dapat menjadi ahli waris menggantikan
kedudukan orang tuanya. Dengan munculnya persoalan baru tersebut, Indonesia
sebagai negara hukum melakukan langkah baru guna mengakomodirnya dengan
dilahirkannya kompilasi Hukum Islam, yang di dalamnya terdapat pasal-pasal
yang membahas kaitannya dengan hukum Islam.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana penerapan pasal dalam
KHI khususnya pasal 185 tentang ahli waris pengganti yang diterapkan oleh
majelis hakim dengan melihat perbedaan pendapat yang terjadi. Di antara perkara
kewarisan yang diajukan ada satu perkara dengan No. 1408/Pdt.G/2011/PA.BL,
yang membahas tentang ahli waris pengganti. Fokus utama skripsi ini antara lain,
pertama, untuk menjelaskan proses pemeriksaan dan putusan perkara kewarisan
antar ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Blitar. Kedua, mengidentifikasi,
menganalisis dan menjelaskan pertimbangan dan dasar hukum putusan perkara
kewarisan ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Blitar dilihat dari aturan
normatif yang ada dalam KHI. Penelitian ini juga mengkaji masalah garis hukum
yang ada dalam perkara tersebut dapat diterapkan, dilihat dari perspektif KHI dan
perbedaan pendapat yang ada.

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian library research yang
bersifat deskriptif analitik. Melalui pendekatan yuridis-normatif serta
menggunakan metode deduktif. Pokok masalah pada skripsi ini adalah bagaimana
majelis hakim menyelesaikan perkara dan pertimbangan serta dasar hukum yang
digunakan. Apakah dari materi hukum yang digunakan majelis hakim sama atau
berbeda dengan aturan yang ada, khususnya KHI.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa, dalam perkara tersebut melalui
pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa perkara gugatan ini tidak dapat
diterima, disebabkan oleh kurangnya para pihak. Majelis hakim menjelaskan
adanya keterkaitan dengan persoalan ahli waris pengganti, hal ini terlihat
dicantumkannya pasal 185 KHI dalam dasar hukum yang digunakan majelis
hakim dalam putusannya. Hal ini terjadi terjadi disebabkan adanya perluasan
makna yang dipahami oleh majelis hakim terkait materi ahli waris pengganti yang
terdapat dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan yang
diajukan oleh para pihak dapat dikategorikan dalam permasalahan kewarisan ahli
waris pengganti.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan
05936/U/1987.

I.  Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

o Ba’ b be

< Ta’ t te

& Sa’ S es (dengan titik diatas)
d Jim j je

C Ha’ h ha (dengan titik di bawah) ka
« Kha’ kh dan ha

2 Dal d de

3 Zal z zet (dengan titik di atas)
J R r er

J Zai z zet

o Sin S es

ol Syin sy es dan ye
ol Sad S es (dengan titik di bawah)
ol Dad d de (dengan titik di bawah)
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b Ta’
b2} 7a’
4 ‘Ain
d Gain
- Fa’
a Qaf
d Kaf
J Lam
2 Mim
d Niin
3 Waw
° Ha’
s Hamzah
¢ Ya

te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik di bawah)
koma terbalik di atas
ge
ef
o]
ka

<

el

3

em
‘en
w

ha

apostrof

ye

Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

ditulis

ditulis

Muta’addidah

‘iddah

Ta’marbiitah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h
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LULEN ditulis Hikmah

Q% ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya

b. Bila diikuti denga kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis h

sl 1Al < ditulis Karamah al-auliya’

c. Bila ta’marbitah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis tatau h

hadliBls ditulis Zakah al-figri

1IV. Vokal Pendek

_ . fathah ditulis a
e, kasrah ditulis i
o dammah ditulis u
V. Vokal Panjang
1 || Fathah + alif Llala ditulis a :jahiliyyah
2 | Fathah + ya’ mati (s ditulis a :tansa
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3 | Kasrah + ya’ mati A S ditulis r :karim
4 | Dammah + wawu mati = o=_8 ditulis i : furid
V1. Vokal Rangkap
1 | Fathah ya mati ditulis ai
Sy ditulis bainakum
2 | Fathah wawu mati ditulis au
JA ditulis gaul

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof
Al ditulis a’antum
@ i ditulis u'iddat
S ol ditulis la’in syakartum

VIll. Kata sandang Alif + Lam

a. bila diikuti huruf Qomariyyahditulis dengan menggunakan “1”

O al

bl

g

ditulis

ditulis

Al-Qur’an

al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el)nya.




¢ Lol ditulis as-Sama’

Cadd) ditulis asy-Syams

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

w29 Al gl ditulis Zawi al-furiid

asud) Jaf ditulis Ahl as-Sunnah

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab,
syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku al-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya

Toko Hidayah, Mizan.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al-Qur’an
dan Al-Hadis yang mengatur segala perbuatan manusia. Salah satu bagian
terpenting dari hukum Islam adalah hukum kekeluargaan dan kebendaan
yang di dalamnya mencakup hukum kewarisan Islam.*

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala
sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas
harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli
warisnya. Dengan demikian, dalam hukum kewarisan ada tiga unsur
pokok yang saling terkait yaitu pewaris, harta peninggalan, dan ahli waris.

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam
dimana saja di dunia ini, namun corak suatu negara Islam dan kehidupan
masyarakat di suatu negara atau daerah tertentu memberikan pengaruh atas
hukum waris di daerah tersebut. Pengaruhnya mayoritas berasal dari
ijtihad dan penafsiran nash yang dilakukan oleh para ulama yang tidak
melampaui garis pokok dan ketentuan hukum kewarisan Islam.

Seiring dengan dinamika struktur budaya, penerapan hukum Islam

membuka peluang lebih luas terhadap peran ijtihad, lebih dapat dipahami

! Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, cet. Ke-1 (Jakarta:
Kencana, 2011), him. 9.

2 Ali Parman, Kewarisan Dalam Al-Qur’an (Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan
Tafsir Tematik), (Jakarta:Raja Grafindo Persada), him.1.



untuk mencapai tujuan syari’at Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai
keadilan dan kemaslahatan umat manusia. Rahmat Djatnika yang dikutip
oleh Habiburrahman menerangkan lebih jelas, bahwa tujuan hukum Islam,
baik secara global maupun detail, ialah mencegah kerusakan dan
mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, mengarahkan mereka kepada
kebenaran, keadilan dan kebijakan serta menerangkan jalan yang harus
dilalui oleh manusia.® Sebagaimana al-Qur’an sendiri menjelaskan bahwa
Islam menghendaki kemaslahatan pada anak turun manusia.
30 15l e 1 s 259 pgils (0 1585 53 ol iR
Haaw Y 4 sl g8l
Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama
Islam, sehingga dalam kehidupan masyarakat menjadikan al-Qur’an dan
al-Hadis sebagai sumber aturan, tidak terkecuali masalah kewarisan.
Sistem kewarisan Islam yang ada di Indonesia terdiri dari pluralism ajaran,
seperti kewarisan Ahlus Sunnah wal Jama’ah, ajaran Syi’ah dan ajaran
Hazairin Indonesia. Ajaran yang paling dominan dianut adalah ajaran
Ahlus Sunnah Wal Jama’ah.”
Dalam praktiknya, walaupun di dalam Al-Qur’an dan Al-Hadis
telah diatur tata cara pembagian waris, masyarakat lebih memilih

penyelesaian masalah kewarisan melalui musyawarah kekeluargaan.

% Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, him. 8.
* An-Nisa’ (4) : 9.

® |dris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (Jakarta:Sinar Grafika, 1994), him. 2.



Penyelesaian ini sebenarnya juga dibenarkan dalam hukum Islam, kecuali
dalam pelaksanaannya terjadi perselisinan yang mengakibatkan sengketa
kewarisan, maka hal ini memerlukan penyelesaian pihak yang mempunyai
kekuatan dan kekuasaan untuk memaksakan keputusannya. Inilah yang
dinamakan lembaga gadha atau peradilan. Dengan demikian lembaga
peradilan adalah langkah terakhir dalam penyelesaian urusan sengketa.®
Dalam hal ini, peradilan yang berwenang adalah Pengadilan Agama.
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam, yang salah satunya di bidang kewarisan, wasiat dan hibah
yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.’

Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam adalah hukum yang
mengalir dan berurat akar pada budaya masyarakat. Hal tersebut
disebabkan karena fleksibelitas dan elastisitas yang dimiliki hukum Islam.
Artinya, kendatipun hukum Islam termasuk hukum yang otonom karena
adanya otoritas Tuhan di dalamnya akan tetapi dalam tataran implementasi
ia sangat applicable dan acceptable dengan jenis budaya lokal. Karena itu,
dapat dipahami kalau dalam sejarahnya di Indonesia, hukum Islam
menjadi kekuatan moral masyarakat (moral force of people) yang mampu

vis a vis hukum positif negara, baik tertulis maupun tidak tertulis.®

® Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta:Prenada Media, 2004), him 323.
" Ibid., him. 325.

8 Marzuki Wahid, Figh Mahzab Negara Kritik atas Hukum Islam di Indonesia
(Yogyakarta: LKiS. 2001), him. 80-81.



Seiring berkembangnya masyarakat, demi menjawab kebutuhan
hukum. Hukum dituntut pula dapat mengikuti perubahan sosial.
Sebagaimana kaidah ushul fikih:

9 LY 5 A JY) iy KA s
Beragam ajaran dan situasi yang ada menyebabkan terjadi perbedaan
dalam pengambilan keputusan, maka dipahami perlu adanya peraturan
yang mewadahi perbedaan pendapat daam sebuah unifikasi hukum serta
agar dapat memberikan kepastian hukum. Kompilasi Hukum Islam hadir
dalam hukum Indonesia melalui instrument hukum Instruksi Presiden
(Inpres) nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara
organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 Tanggal 22
Juli 1991.%°

Selanjutnya KHI disepakati untuk menjadi pedoman dalam
berperkara di Pengadilan Agama, yang mengatur urusan perkawinan,
kewarisan dan perwakafan, hal ini dilakukan untuk mempermudah para
hakim dalam mendapat rujukan. Dengan demikian KHI telah menjadi
bentuk unifikasi hukum di Pengadilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam ini memang bentuk unifikasi hukum
keluarga Islam yang telah ada, namun ada beberapa pasal yang berisi
pembaharuan hukum kewarisan. Dalam hal ini penyusun mengambil salah

satu pasal membahas masalah ahli waris pengganti. Dengan memberikan

® Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, I'lam al-Muwaqqi’in (Beirut: Dar al-Jayil, 1973), him. 30.

Abdul Ghani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum
Indonesia (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), him. 62.



harta warisan kepada cucu atau kerabat yang orang tuanya telah meninggal
lebih dahulu daripada pewaris, memiliki tujuan untuk memastikan
keberlangsungan hidup ahli waris, menyelamatkan keturunan dari
kesengsaraan. Hal tersebut dapat ditemukan pada pasal 185 dalam huruf
(@) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan bahwa:

a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka
kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka
yang tersebut pada pasal 173.

b. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari
bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.**

Maka berdasarkan kemaslahatan, keberadaan ahli waris pengganti dapat
diakui. Ketentuan ini sesuai dengan budaya Indonesia yang mayoritas
menganut sistem kekeluargaan parental atau bilateral. Serta dalam huruf b
menghilangkan kejanggalan penerimaan adanya ahli waris pengganti
dengan bagiannya tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang
sederajat dengan yang digantikannya, dengan pertimbangan agar tidak
merugikan ahli waris lainnya.

Permasalahan yang penyusun akan bahas berkaitan dengan Pasal
185 adalah tentang apakah pergantian ahli waris hanya berlaku bagi ahli
waris garis lurus ke bawah saja, ataukah juga berlaku untuk ahli waris
menyamping (saudara pewaris dan anak turunnya). Terhadap masalah ini,
penulis merujuk dalam KUH Perdata. KUH Perdata sendiri menyatakan
mewaris secara tidak langsung atau mewaris karena penggantian

(plaatsvervulling) pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang

! pasal 185 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.



telah lebih dulu meninggal dari pewaris diatur dalam Pasal 841 sampai
dengan 848 KUH Perdata. Dijelaskan bahwa ahli waris pengganti
menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak dan terdapat tiga
macam penggantian, yaitu: (1) penggantian dalam garis lurus ke bawah
tiada batas, (2) penggantian dalam garis lurus ke samping, dan (3)
penggantian dalam garis ke samping menyimpang.*?

Sejalan dengan KUH Perdata, Idris Djakfar dan Taufiq Yahya
berpendapat bahwa jangkauan penggantian ahli waris meliputi seluruh
garis hukum, baik garis ke bawah maupun menyamping.’® Hal ini dapat
dipahami dengan sistem kewarisan Kompilasi Hukum Islam yang
berbentuk bilateral, maka tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun
sampai garis hukum mana saja.

Dengan dasar penjelasan di atas penulis mengambil sebuah kasus
sengketa kewarisan yang akan penulis jabarkan secara singkat melalui
sebuah gambar diagram dan penjelasan singkat dari kasus tersebut, yang
terdapat dalam (lampiran 1), silsilah keluarga.

Persoalannya adalah penggugat dan tegugat sama-sama
berkedudukan sebagai ahli waris pengganti, dalam pembagian harta
warisan penggugat merasa dirugikan. Pembagian harta peninggalan yang

berasal dari bibi para pihak pada awalnya dilakukan secara musyawarah

12 pasal 841- 848 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

13 Ahmad Zahari, Tiga Versi Hukum Islam, Syafi’i, Hazairin dan KHI, (Pontianak:
Romeo Grafika, 2006), him. 98.



keluarga pada tanggal 18 September 2007, yang telah disepakati seluruh
ahli waris dan disaksikan oleh Kepala Desa Kaweron.

Seiring berjalannya waktu dalam kurun empat tahun, salah satu
pihak yang lebih dikenal dalam gugatan ini berkedudukan sebagai
penggugat merasa dirugikan dalam pembagian harta warisan, sehingga
pada tahun 2011 mereka memilih untuk menyelesaikan persoalan tersebut
melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama Blitar. Setelah melalui
tahapan-tahapan persidangan, majelis hakim memutuskan bahwa gugatan
para penggugat tidak dapat diterima dengan alasan error in persona
(kurang pihak) dan dasar hukum Q.S. an-Nisa’:176 tentang kalalah dan
pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti.

Berdasarkan permasalahan di atas, penyusun tertarik untuk
melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan perkara yang
disengketakan, hal tersebut disebabkan perkara ini sangat jarang dapat
ditemui di Pengadilan Agama yang lain. Dari permasalahan tersebut,
penyusun mengambil judul: SENGKETA WARIS ANTAR AHLI WARIS
PENGGANTI DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR:

1408/Pdt.G/2011/PA.BL).

B. Pokok Masalah



Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun mengidentifikasikan
rumusan masalah yang akan diteliti ke dalam beberapa rumusan sebagai
berikut:

1. Bagaimana proses pemeriksaan dan putusan perkara kewarisan antar
ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Blitar?

2. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum putusan perkara kewarisan
ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Blitar dilihat dari aturan

normatif dalam KHI?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian
ini adalah:
a. Untuk menjelaskan proses pemeriksaan dan putusan perkara
kewarisan antar ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Blitar.
b. Untuk  mengidentifikasi, menganalisis dan  menjelaskan
pertimbangan dan dasar hukum putusan perkara kewarisan ahli
waris pengganti di Pengadilan Agama Blitar dilihat dari aturan
normatif yang ada dalam KHI.
2. Kegunaan
a. Penelitian ini diharapkan dapat turut serta dalam menyumbangkan
pemikiran yang positif terhadap ilmu pengetahuan, terutama yang

berkaitan tentang kewarisan Islam.



b. Sebagai bahan pertimbangan guna memperoleh kejelasan
mengenai penyelesaian sengketa kewarisan khususnya mengenai

bahasan-bahasan kewarisan yang baru.

D. Telaah Pustaka

Studi tentang putusan sengketa waris antar ahli waris pengganti
putusan nomor: 1408/Pdt.G/2011/PA.BL, belum pernah dibahas oleh
peneliti-peneliti  sebelumnya. Namun ada beberapa penelitian yang
bahasannya berkaitan dengan judul penelitian di atas, diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nurul Aziz,
mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang
berjudul “Sengketa Kewarisan Antara Anak Dengan Cucu (Studi Putusan
Pengadilan Agama Purworejo Perkara Nomor: 0273/Pdt.G/2009/PA.Pwr).
Skripsi ini meneliti tentang sengketa waris yang terjadi antara anak
pewaris dengan cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal lebih
dahulu daripada pewaris, sengketa terjadi disebabkan cucu yang
seharusnya mendapatkan harta warisan menggantikan orang tuanya yang
telah meninggal lebih dahulu sebagai ahli waris pengganti tidak
mendapatkan bagiannya.* Perbedaan penelitian ini adalah subyek yang
bersengketa dan alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya sengketa,

sedangkan dalam hal ini, penyusun akan meneliti putusan pengadilan yang

¥ Muhammad Nurul Aziz, “Sengketa Kewarisan Antara Anak dengan Cucu (Studi
Putusan Pengadilan Agama Purworejo Perkara Nomor: 0273/Pdt.G/2009/PA.Pwr)”, Sripsi tidak
diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2009).
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dinilai penyusun kurang relevan, jika dipandang dari hukum Islam dan
hukum positif.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Risma Damayanti Salam,
mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang
berjudul “ Analisis Hukum Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut
Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama
Makassar Nomor: 3/Pdt.P/2011/PA.Mks). Skripsi ini meneliti tentang
penetapan cucu sebagai ahli waris pengganti menggantikan orang tuanya
yang lebih dulu meninggal.”® Hasil penelitian mengatakan dengan
pertimbangan bukti-bukti dan berdasar pada Kompilasi Hukum Islam
Pasal 185 ayat (1) maka Pengadilan Agama Makassar mengeluarkan
penetapan bahwa cucu berhak mendapatkan harta waris yang ditinggalkan
pewaris, sedangkan penyusun meneliti tentang putusan sengketa ahli waris
pengganti yang subyeknya adalah keturunan dari saudara-saudara pewaris
dengan analisis tidak hanya menggunakan Kompilasi Hukum Islam saja,
namun juga menggunakan tinjauan pemikiran hukum Islam.

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Pasnelyza Karani, mahasiswa
Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas
Diponegoro Semarang yang berjudul “Tinjauan Ahli Waris Pengganti
dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan KUH Perdata”.

Skripsi ini meneliti perbandingan ahli waris pengganti dalam hukum

> Risma Damayanti Salam, “Analisis Hukum Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut
Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor:
3/Pdt.P/2011/PA.Mks)”, Skripsi tidak diterbitkan, (Makassar: Fakultas Hukum, 2013).
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kewarisan Islam dan hukum kewarisan KUH Perdata.’® Hasil penelitian
menjelaskan bahwa walaupun dalam hukum Islam dan hukum kewarisan
Perdata penyebab dari munculnya ahli waris pengganti sama, nhamun ada
perbedaan bagian harta warisan yang diterima dalam hukum Islam dan
tidak adanya ahli waris pengganti garis hukum keatas dalam hukum
kewarisan Perdata. Sedangkan penyusun meneliti putusan yang diputus
berdasar pada KHI pasal 185, dalam hal ini apakah dasar hukum tersebut
memberikan ruang yang lebih luas terhadap garis hukum bagi ahli waris

pengganti.

Kerangka Teoritik

Al-Qur’an dan Al-Hadis dipandang telah mencukupi sebagai
sumber yang memberikan pedoman hukum untuk seluruh aspek kehidupan
manusia, tidak terkecuali hukum kewarisan Islam. Tetapi tidak menutup
kemungkinan timbul situasi dan kondisi yang menuntut untuk
dilakukannya pembaharuan hukum yang relevan, dilihat dari perubahan
kondisi sosial masyarakat. Tidak terkecuali persoalan ahli waris pengganti
yang merupakan produk pembaharuan hukum kewarisan Islam.

Ahli waris pengganti pada umumnya memiliki pengertian, orang

yang tampil sebagai ahli waris karena menggantikan kedudukan orang

1° pasnelyza Karani, “Tinjauan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan

Hukum Kewarisan KUH Perdata”, Tesis tidak diterbitkan, (Semarang: Program Pascasarjana,

2010).
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tuanya yang telah meninggal dunia lebih dahulu, tanpa membedakan
apakah yang meninggal laki-laki atau perempuan.

Dalam konteks ini, peneliti menggunakan pemikiran hukum Islam
dan Kompilasi Hukum Islam yang dipahami sebagai hukum Islam yang
berlaku di Indonesia. Sejak semula tujuan utama KHI adalah untuk
mempersatukan persepsi, pola pikir dan pola pandang para hakim pada
peradilan Agama dalam rangka penyelesaian sengketa di antara orang-
orang Islam, agar para hakim tidak lagi merujuk pada kitab-kitab figih dari
berbagai mahzab figih, yang hanya akan mengakibatkan terjadinya
disparitas produk hakim untuk perkara yang sama, dan perspektif yang
tidak seragam tentang kewarisan Islam.*’

Dasar normatif yang peneliti gunakan dalam hal ini adalah aturan-
aturan yang ada dalam KHI, tinjauan umum berkenaan dengan bentuk
penggantian yang berlaku juga bagi turunan saudara dan turunan
seperjanjian selain ditujukan juga kepada mawali dari anak. Allah SWT
berfirman:

oSl e Al 5 s BT 5 I 5 Laa () e Lileas ST
Plaed (o0 IS e S Al ) agaai aa 58

Hazairin yang pendapatnya mengacu pada hukum adat menjelaskan bahwa
dalam hukum kewarisan Islam terdapat sistem pergantian dengan istilah

mawali berarti ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang

7 Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, him. viii.

8 An-Nisa’ (4): 33
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menjadi ahli waris karena tidak ada penghubung antara mereka dengan si
pewaris.*®

Secara bebas Hazairin juga menerangkan bahwa teks ayat di atas
mengandung makna bahwa Allah SWT mengadakan mawali untuk
seseorang dari harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat. Ada dua
syarat yang harus dipenuhi mawali sehingga dapat menjadi ahli waris,
yaitu: (1) orang yang menghubungkan antara mawali dengan pewaris
harus telah meninggal lebih dahulu dan (2) antara mawali dengan pewaris
terdapat hubungan darah. Mawali-mawali tersebut meliputi: (a) mawali
untuk anak, baik laki-laki maupun perempuan, (b) mawali untuk saudara,
baik laki-laki maupun perempuan, (c) mawali untuk ibu, dan (d) mawali
untuk ayah. Ketentuan ini oleh beliau dipahami sesuai dengan sistem
kewarisan yang dikehendaki oleh Islam yaitu sistem kewarisan bilateral.*

Sependapat dengan Hazairin, Sajuti Thalib mengemukakan bahwa
ahli waris pengganti diambil dari pengertian mawali, maksudnya adalah
ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian
warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Mereka

yang menjadi mawali adalah keturunan anak pewaris, keturunan saudara

¥ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, him. 86-87.

Dhttp://www.badilagnet/data/ ART IKEL/AHL1%20WARIS%20PENGGANTI1%20DALA
M%20KEWARISAN%20ISLAM%20PERSPEKTIF%20MADZHAB%20NASIONALPDE.,
akses 30 November 2013.



http://www.badilagnet/data/ARTIKEL/AHLI%20WARIS%20PENGGANTI%20DALAM%20KEWARISAN%20ISLAM%20PERSPEKTIF%20MADZHAB%20NASIONALPDF
http://www.badilagnet/data/ARTIKEL/AHLI%20WARIS%20PENGGANTI%20DALAM%20KEWARISAN%20ISLAM%20PERSPEKTIF%20MADZHAB%20NASIONALPDF
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pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian
mewaris (bentuknya dapat saja dalam bentuk wasiat) dengan si pewaris.?

Hukum kewarisan Islam memang tidak secara tegas menjelaskan
berkenaan dengan masalah penggantian ahli waris. Oleh sebab itu
penggantian ahli waris dan kedudukannya dapat diketahui melalui
perluasan, hal ini dilakukan dengan dasar kemanusiaan dan keadilan,
sebagai contoh seorang cucu yang orang tuanya lebih dulu meninggal dari
kakeknya maka ia akan menjadi yatim, dikawatirkan akan hidup melarat
dan miskin, dengan adanya ahli waris pengganti dia dapat menggantikan
kedudukan ayahnya menjadi ahli waris.”* Dalam permasalahan hak cucu
ini negara Mesir menempuh jalur wasiat wajibah (tercantum dalam pasal
76-79 Undang-undang Wasiat No. 71 Tahun 1946), dengan logika hukum
bahwa ketika seorang meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat untuk
kerabat dekatnya, maka pengadilan harus bertindak seolah-olah telah
dibuat oleh orang yang meninggal tersebut.?®

Berbeda dengan Pakistan, negara ini telah mengadopsi skema yang
sistematis dan komperehensif mengenai sistem kewarisan penggantian
tempat oleh garis keturunan kebawah (melalui bagian 4 Ordonansi Hukum

Keluarga Tahun 1961). Negara ini memberikan hak terhadap cucu laki-

80.

2! Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta: Bina Aksara, 1982), him.

2 M. Yahya Harahap, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: UlI

Press, 1993), him. 94-95.

% Ratno Lukito, Pergumulan antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia (Jakarta:

INIS, 1998), him. 86.
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laki ataupun perempuan untuk mendapat bagian yang sama dengan bagian
yang seharusnya diterima oleh orang tua mereka yang telah meninggal
terlebih dahulu jika orang tua tersebut masih hidup pada saat pembagian
warisan.?*

Ordonansi hukum keluarga Pakistan inilah yang memberikan
pengaruh munculnya konsep ahli waris pengganti dalam pasal 185 KHI.
Maksud yang dibawa oleh KHI pasal 185 huruf (a) dan (b), adalah
memberikan hak seorang ahli waris yang telah meninggal kepada ahli
warisnya. Aturan tersebut tercantum sebagai berikut:

a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka
kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka
yang tersebut pada pasal 173.

b. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari
bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan

Namun dari Pasal 185 KHI di atas ada perbedaan pendapat dalam
menafsirkan dalam hal pembatasan harta dan dari garis mana saja
seseorang bisa menjadi ahli waris pengganti.

Melihat perbedaan pendapat dalam penafsiran pasal 185 KHI, A.
Sukris Samardi berpendapat perlu adanya penambahan butir dalam pasal
185 KHI, yang menjelaskan bahwa garis hukum pada ahli waris pengganti
hanya berlaku pada garis lurus ke bawah (baik pancar laki-laki maupun

perempuan) tidak dapat diterapkan pada garis hukum ke atas maupun ke

2 1bid., him. 88.
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samping.? Serta untuk bagian yang diperoleh ahli waris pengganti adalah
sisa bagian fard dari ahli waris yang sederajat dengan yang digantikannya.
Sebab tidak ada ayat Al-Qur’an yang relevan untuk mendukung garis
hukum ke atas maupun ke samping dan mereka memiliki kewarisan
tersendiri dalam materi hukum kewarisan Islam.?®
Berbeda dengan pendapat A. Sukris Samardi, secara tegas dalam
Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama
tentang asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti.
Berdasarkan pasal 185 KHI, diantara ahli waris pengganti yang disebutkan
dalam Buku 11 adalah:
a. Keturunan dari anak mewarisi bagian yang digantikannya.
b. Keturunan dari saudara laki-laki atau perempuan (sekandung, seayah
dan seibu) mewarisi bagian yang digantikannya.
c. Kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian ayah, masing-
masing berbagi sama.
d. Kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian ibu, masing-masing
berbagi sama.
e. Paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewarisi bagian

ayah apabila tidak ada kakek dan nenek dari pihak ayah.

% A. Sukris Samardi, Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam
Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), him. 284-285.

2% 1bid., him. 249.
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f. Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian
ibu apabila tidak ada kakek dan nenek dari pihak ibu. Selain yang

tersebut tidak termasuk ahli waris pengganti.”’

F. Metode Penelitian
Dalam menganalisa data yang diperoleh, dibutuhkan beberapa
metode yang dipandang mendukung penyusunan skripsi ini, adapun
metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Penelitian yang akan dilakukan dalam penyusunan skripsi ini
adalah penelitian pustaka (library research), artinya data-data yang
dijadikan rujukan dari penelitian ini merupakan data-data yang ada di
Pengadilan Agama Blitar serta data-data dari lapangan yang digunakan
sebagai tambahan dalam mencari fakta-fakta dan alasan-alasan
berkenaan dengan sengketa ahli waris pengganti ini.
2. Sifat Penelitian
Penelitian bersifat deskriptif analitik, yaitu data-data yang
diperoleh kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis serta
disimpulkan. Dalam hal ini penyusun mengamati salah satu putusan
perkara kewarisan yang terdapat di Pengadilan Agama Blitar.

3. Pendekatan Masalah

%" pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, BUKU II, edisi revisi
2010, Mahkamah Agung R1 2010, him.164.
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Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui
pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berdasarkan pada
norma hukum yang berlaku khususnya berkenaan dengan hukum
kewarisan di Indonesia, kemudian dihubungkan dengan pemikiran-
pemikiran para ahli hukum yang membahas tentang kewarisan
khususnya ahli waris pengganti.”®

4. Sumber Data

a. Data Primer, diperoleh dari putusan no: 1408/Pdt.G/2011/PA.BL.

b. Data Sekunder, diperoleh dari wawancara hakim serta kajian-
kajian terhadap bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan
masalah yang penyusun teliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
dilakukan dengan cara:

a. Dokumen, dikumpulkan dengan penelusuran dan menelaah
dokumen-dokumen Pengadilan Agama Blitar, penelusuran
kepustakaan serta membaca literatur yang berhubungan dengan
perkara yang diteliti.

b. Wawancara, dalam hal ini wawancara dilakukan terhadap hakim
Pengadilan Agama Blitar yang menangani perkara kewarisan.

6. Teknik Analisis Data

% Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1988), him. 53.
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Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif yaitu peneliti menjelaskan data-data yang diperoleh di
lapangan, kemudian dengan data-data tersebut dilakukan analisis
mengenai sengketa ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Blitar.
Adapun Penalaran yang digunakan oleh penyusun yaitu metode
deduktif, pola penerapan penalaran dengan mengaplikasikan atau
menghubungkan hukum dan atau teori yang ada dengan fenomena

yang terjadi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh suatu hasil yang sistematis serta baik, maka
pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama berisi pendahuluan, pendahuluan adalah bagian yang
paling umum karena merupakan dasar penyusun skripsi. Pertama, latar
belakang masalah yang dijadikan sebagai bahasan pokok permasalahan.
Kedua, pokok masalah menentukan inti permasalahan dari penelitian ini.
Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian, agar penelitian memiliki arah yang
pasti serta dapat memberikan kontribusi pada pihak yang berkepentingan.
Keempat, telaah pustaka menjelaskan bahwa masalah diteliti relevan,
mutakhir dan asli. Kelima, kerangka teoritik, menggambarkan cara
pandang dan teori yang akan dilakukan dalam langkah menganalisis
penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Keenam, metode penelitian yang

menjelaskan metode dari alur yang akan ditempuh dalam pengumpulan
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data. Ketujuh, sistematika pembahasan merupakan pengelompokan data
yang ditetapkan dalam memecahkan permasalahan.

Bab kedua, mengenai penjelasan tentang teori-teori ahli waris
pengganti yang mencakup pengertian, dasar hukum ahli waris pengganti,
sebab-sebab yang menghalangi menjadi ahli waris pengganti, dan bagian
dari ahli waris pengganti.

Bab ketiga, berisi tentang pemetaan perkara di Pengadilan Agama
Blitar, sengketa waris antar ahli waris pengganti serta proses dan cara
penyelesaian di Pengadilan Agama Blitar. Diharapkan dengan adanya
pemetaan tersebut dapat memberikan penjelasan tentang inti permasalahan
yang dibahas.

Bab keempat, setelah memperoleh teori-teori kewarisan ahli waris
pengganti, data-data dan langkah-langkah interpretasi hakim dalam
menyelesaikan perkara dari Pengadilan Agama Blitar, maka dalam bab ini
akan menjelaskan analisis tentang ahli waris pengganti dalam putusan
nomor: 1408/Pdt.G/2011/PA.BL.

Bab kelima, adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dari
seluruh isi skripsi dan saran-saran bagi pihak-pihak yang terkait, ditambah

dengan lampiran lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Sengketa waris antar ahli waris pengganti  Nomor:
1408/Pdt.G/2011/PA.BL di Pengadilan Agama Blitar ini, melalui
proses persidangan yang panjang dan rumit, disebabkan banyaknya
para pihak yang terlibat dan banyaknya harta yang disengketakan,
sehingga perlu ketelitian dan keseriusan majelis hakim dalam
memeriksa dan melakukan pembuktian perkara ini.

Dalam proses persidangan, majelis hakim melihat adanya
kecatatan formil dari gugatan yang diajukan pihak penggugat yang
disebabkan kurangnya pihak dalam gugatan, maka majelis hakim
merasa tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan dan pembuktian
lebih lanjut terhadap materi gugatan. Namun, ternyata penyusun
menemukan ketidak sesuaian antara alasan-alasan majelis hakim
tidak menerima gugatan tersebut dengan dasar hukum yang
dicantumkan dalam amar putusan. Terkait dengan persoalan
kalalah dan ahli waris pengganti pada pasal 185 Kompilasi Hukum
Islam.

2. Majelis hakim dalam amar putusannya memutuskan tidak
menerima gugatan, dengan pertimbangan hukum kurang pihak.
Serta dengan menyertakan dasar hukum terkait pasal 185 KHI dan

ayat Al-Qur’an tentang kalalah. Dari pertimbangan dan dasar
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hukum yang diberikan oleh majelis hakim, maka penyusun
menganalisis permasalahan tentang ahli waris pengganti, karena
perlu diketahui bahwa berkenaan dengan ahli waris pengganti
masih banyak pemahaman yang berbeda baik para hakim di
lingkungan Pengadilan Agama maupun para ahli hukum, walaupun
telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 185,
namun masih banyak menimbulkan penafsiran yang bermacam-
macam berkenaan tentang garis hukumnya maupun pembagiannya.

Dalam pasal 185 KHI, pada ayat (1) terdapat kalimat “dapat
digantikan oleh anaknya” dan pada ayat (2) terdapat kalimat “tidak
boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang
digantikan”. Dua kalimat tersebutlah yang sampai sekarang masih
menjadi perdebatan di kalangan hakim sendiri. Sebagaimana
wawancara yang penyusun lakukan terhadap hakim yang
menangani sengketa kewarisan ini.

Pendapat pertama dari Romdloni selaku ketua majelis
hakim menjelaskan bahwa garis hukum yang dapat diterapkan pada
ahli waris pengganti hanya berlaku untuk garis keturunan kebawah,
yaitu anak dari yang digantikan kedudukannya sebagai ahli waris
atau cucu dari pewaris, tanpa memandang dari pancar laki-laki atau
perempuan. Sedangkan pendapat kedua dari Murdini, selaku
anggota majelis hakim, menjelaskan dimungkinkan adanya

perluasan makna dari pengertian ahli waris pengganti, sehingga
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garis hukum yang berlaku dapat mencakup garis hukum ke atas, ke
bawah maupun ke samping. Walaupun demikian, dalam masalah
ini majelis hakim sepakat memahami ahli waris pengganti dengan

perluasan makna yang ada.

B. Saran
Setelah melakukan penelitian tentang sengketa waris antar ahli
waris pengganti di Pengadilan Agama Blitar perspektif Kompilasi Hukum
Islam (studi putusan nomor: 1408/Pdt.G/2011/PA.BL, maka penyusun
dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Blitar, khususnya para hakim agar
terus mengkaji materi-materi Kompilasi Hukum Islam, sebagai
salah satu pedoman penyelesaian perkara di Pengadilan
Agama, agar tidak ada lagi perbedaan persepsi terhadap
masalah tertentu dan menjadi putusan yang tetap hingga waktu
yang akan datang.

2. Bagi peneliti lain, kiranya dapat ditindaklanjuti penelitian ini
dengan model yang lebih luas dengan menggunakan materi-

materi yang lebih aktual.
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DAFTAR TERJEMAHAN

No

Halaman
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Terjemaham
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11

Dan hendaklah takut kepada Allah
orang-orang yang seandainya
meninggalkan dibelakang mereka
anak-anak yang lemah, yang mereka
khawatir terhadap (kesejahteraan)
mereka. Oleh sebab itu hendaklah
mereka bertakwa kepada Allah dan
hendaklah mereka mengucapkan
perkataan yang benar._

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari
harta yang ditinggalkan ibu bapak
dan Kkarib kerabat, Kami jadikan
pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada)
orang-orang yang kamu telah
bersumpah setia dengan mereka,
maka berilah  kepada mereka
bahagiannya. Sesungguhnya Allah
menyaksikan segala sesuatu.

BAB II

Allah  membuat  perumpamaan
dengan seorang hamba sahaya yang
dimiliki yang tidak dapat bertindak
terhadap sesuatupun dan seorang
yang Kami beri rezeki yang baik dari
Kami, lalu dia menafkahkan
sebagian dari rezeki itu secara
sembunyi dan secara terang-
terangan, adakah mereka itu sama?
Segala puji hanya bagi Allah, tetapi
kebanyakan mereka tiada
mengetahui.



http://id.quran.nu/quran/sound/QFA/004/009.mp3

49

BAB Il

Mereka meminta fatwa kepadamu
(tentang kalalah). Katakanlah: “Allah
memberi fatwa kepadamu tentang
kalalah  (yaitu): jika  seorang
meninggal dunia, dan ia tidak
mempunyai anak dan mempunyai
saudara perempuan, maka bagi
saudaranya Yyang perempuan itu
seperdua dari harta yang
ditinggalkannya, dan saudaranya
yang laki-laki mempusakai (seluruh
harta saudara perempuan), jika ia
tidak mempunyai anak; tetapi jika
saudara perempuan itu dua orang,
maka bagi keduanya dua pertiga dari
harta yang ditinggalkan oleh yang
meninggal. Dan jika mereka (ahli
waris itu terdiri dari) saudara-saudara
laki dan perempuan, maka bahagian
seorang saudara laki-laki sebanyak
bahagian dua orang saudara
perempuan. Allah  menerangkan
(hukum ini) kepadamu, supaya kamu
tidak sesat. Dan Allah Maha
Mengetahui segala sesuatu.




BIOGRAFI PARA ULAMA

A. Hazairin

Hazairin lahir di tengah-tengah keluarga taat beragama, dari pasangan Zakaria
Bahri (Bengkulu) dan Aminah (Minangkabau). Ayahnya adalah seorang guru dan
kakeknya, Ahmad Bakar, adalah seorang ulama. Dari kedua orang tersebut,
Hazairin mendapat dasar pelajaran ilmu agama dan bahasa Arab. Hazairin
menamatkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Hukum Jakarta (Recht Hoge
School) pada tahun 1936, dengan gelar doktor hukum adat. Setamat kuliah,
Hazairin bekerja sebagai kepala Pengadilan Negeri Padang Sidempuan (1938-
1945). Selama menjabat, Hazairin juga melakukan penelitian terhadap hukum adat
Tapanuli Selatan. Atas jasa-jasanya itu, dia diberikan gelar "Pangeran Alamsyah
Harahap.". Pada April 1946, dia diangkat sebagai Residen Bengkulu, merangkap
Wakil Gubernur Militer Sumatera Selatan. Ketika menjabat sebagai residen, dia
mengeluarkan uang kertas yang dikenal sebagai "Uang Kertas Hazairin." Sesudah
revolusi fisik berakhir, dia diangkat menjadi Kepala Bagian Hukum Sipil
Kementerian Kehakiman. Hazairin terjun di kancah perpolitikan Indonesia,
dengan ikut mendirikan Partai Persatuan Indonesia Raya (PIR). Bersama
Wongsonegoro dan Rooseno, dia menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Sementara sebagai wakil Partai PIR. Dalam kapasitasnya sebagai wakil partai
pula, Hazairin diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Ali
Sastroamidjojo | (1953-1955). Hazairin menjadi Guru Besar Hukum Adat dan
Hukum Islam di Universitas Indonesia. Dia juga menjadi Guru Besar di
Universitas Islam Jakarta, Perguruan Tinggi Hukum Militer (PTHM), dan
Pendidikan Tinggi llmu Kepolisian (PTIK). Hazairin dimakamkan di TMP
Kalibata, Jakarta. Atas jasa-jasanya, pada tahun 1999 Pemerintah mengukuhkan
Hazairin sebagai Pahlawan Nasional.

B. lbnu Qayyim al-Jawziyyah
Dilahirkan di Damaskus, Suriah pada tanggal 4 Februari 1292, dan meninggal
pada 23 September 1350) adalah seorang Imam Sunni, cendekiawan, dan ahli figh
yang hidup pada abad ke-13. la adalah ahli figih bermazhab Hambali. Disamping
itu juga seorang ahli Tafsir, ahli hadits, penghafal Al-Quran, ahli ilmu nahwu, ahli
ushul, ahli ilmu kalam, sekaligus seorang mujtahid. lbnu Qayyim berguru ilmu
hadits pada Syihab an-Nablusi dan Qadi Tagiyyuddin bin Sulaiman; berguru
tentang figh kepada Syekh Safiyyuddin al-Hindi dan Isma'il bin Muhammad al-
Harrani; berguru tentang ilmu pembahagian waris (fara'idh) kepada bapaknya; dan
juga berguru selama 16 tahun kepada Ibnu Taimiyyah.
Beliau belajar ilmu faraidh dari bapaknya kerana beliau sangat berbakat dalam
ilmu itu. Belajar bahasa Arab dari Ibnu Abi al-Fath al-Baththiy dengan membaca
kitab-kitab: (al-Mulakhkhas 1i Abil Balga’ kemudian kitab al-Jurjaniyah,
kemudian Alfiyah Ibnu Malik, juga sebagian besar Kitab al-kafiyah was Syafiyah
dan sebagian at-Tas-hil). Di samping itu belajar dari syaikh Majduddin at-Tunisi
satu bagian dari kitab al-Mugarrib li 1bni Ushfur.
Belajar ilmu Ushul dari Syaikh Shafiyuddin al-Hindi, llmu Figih dari Syaikhul
Islam Ibnu Taimiyah dan Syaikh Isma’il bin Muhammad al-Harraniy.
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10.

11.

12.

13.

PEDOMAN WAWANCARA

Bagaimana proses pemeriksaan perkara kewarisan dengan nomor perkara
1408/Pdt.G/2011/PA.BL?

Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadi perselisihan sehingga masalah tersebut
diajukan sebagai perkara di Pengadilan Agama Blitar?

Apakah ada usaha yang telah dilakukan oleh para pihak untuk memusyawarahkan
perselisihan tersebut sebelum dibawa ke pengadilan?

Apa pertimbangan dan dasar hukum yang hakim gunakan  untuk
memeriksa,menyelesaikan dan memutus perkara kewarisan ini?

Apakah dalam memutuskan perkara hakim selalu berpegang teguh pada Undang-undang
dan peraturan hukum yang berlaku lainnya?

Apakah menurut hakim sudah sesuai dengan dengan hukum Islam dan peraturan
Perundang-undangan?

Bagaimana respon para pihak terhadap putusan yang majelis hakim berikan?

Bagaimana pandangan hakim terhadap ahli waris pengganti?

Apakah pergantian ahli waris bersifat belum pasti atau hal ini sudah berbentuk hukum
yang harus dilaksanakan?

Apakah interpretasi garis hukum ahli waris pengganti dalam KHI pasal 185 menurut
hakim hanya berlaku bagi ahli waris garis ke bawah atau juga berlaku ke garis
menyamping?

Apakah ahli waris pengganti menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlag atau
relatif dilihat dari KHI Pasal 185 ayat 2?

Bagaimana pandangan hakim terhadap berlakunya Kompilasi Hukum Islam yang
dilahirkan guna mengakomodasi hukum-hukum yang dijadikan dasar hukum para hakim
Pengadilan Agama dalam memutus perkara?

Apakah menurut hakim dengan berdasar Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum

Islam telah mampu secara mutlag menjadi pedoman para hakim di Pengadilan Agama?



PEDOMAN WAWANCARA

. Bagaimana pandangan hakim terhadap ahli waris pengganti?

. Apakah pergantian ahli waris bersifat belum pasti atau hal ini sudah berbentuk hukum
yang harus dilaksanakan?

. Apakah interpretasi garis hukum ahli waris pengganti dalam KHI pasal 185 menurut
hakim hanya berlaku bagi ahli waris garis ke bawah atau juga berlaku ke garis
menyamping?

. Apakah ahli waris pengganti menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlag atau
relatif dilihat dari KHI Pasal 185 ayat 2?

. Bagaimana pandangan hakim terhadap berlakunya Kompilasi Hukum Islam yang
dilahirkan guna mengakomodasi hukum-hukum yang dijadikan dasar hukum para hakim
Pengadilan Agama dalam memutus perkara?

. Apakah menurut hakim dengan berdasar Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum
Islam telah mampu secara mutlag menjadi pedoman para hakim di Pengadilan Agama?
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